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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, efektivitas
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja melalui
penerapan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja perlu dilakukan penilaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan
Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang
Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan
Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 untuk seluruh
Indonesia dari Republik Indonesia (Lembaran Negara
Tahun 1951 Nomor 4);
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4279);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5309);

5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan;

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya
disebut SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara
keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan
kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan
produktif.

2. Penilaian Penerapan SMK3 yang selanjutnya disebut Audit SMK3 ialah
pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan
kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan
yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di
perusahaan.

3. Auditor SMK3 ialah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dan
independen untuk melaksanakan audit SMK3 yang ditunjuk oleh
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
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4. Lembaga Audit SMK3 adalah badan hukum yang ditunjuk oleh Menteri
untuk melaksanakan audit eksternal SMK3.

5. Audit Eksternal SMK3 adalah audit SMK3 yang diselenggarakan oleh
Lembaga Audit dalam rangka penilaian penerapan SMK3 di perusahaan.

6. Perusahaan adalah:

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik
milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan
pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah
atau imbalan dalam bentuk lain.

7. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat
dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan di provinsi.

9. Direktorat Jenderal adalah unit kerja yang membidangi pembinaan
pengawasan ketenagakerjaan.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi
pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.

11. Menteri adalah Menteri Ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan
sistem di perusahaan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi
perusahaan:

a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang;
atau

b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

Pasal 3

(1) Perusahaan yang telah melaksanakan penerapan SMK3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan penilaian penerapan SMK3
melalui Audit Eksternal SMK3 oleh Lembaga Audit SMK3 yang
ditunjuk oleh Menteri.

(2) Penilaian penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap:
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a. perusahaan yang secara sukarela mengajukan permohonan Audit
SMK3;

b. perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi antara lain
perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan
gas bumi;

c. perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi berdasarkan
penetapan Direktur Jenderal dan/atau Kepala Dinas Provinsi.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan
hasil pemeriksaan dan pengujian di perusahaan oleh pengawas
ketenagakerjaan.

BAB II

PELAKSANA AUDIT

Bagian Kesatu

Lembaga Audit SMK3

Pasal 4

(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Lembaga Audit SMK3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal
dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. fotokopi akte pendirian dan/atau akte perubahan Perseroan
Terbatas dan tanda bukti pengesahan dari instansi yang
berwenang;

b. fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

c. fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

d. fotokopi Surat Keterangan Domisili Hukum;

e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

f. fotokopi bukti kepemilikan kantor cabang paling sedikit di 3 (tiga)
wilayah pada Indonesia bagian barat, bagian tengah dan bagian
timur;

g. fotokopi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di tingkat pusat dan cabang;

h. fotokopi keputusan penunjukkan auditor eksternal SMK3 yang
masih berlaku, paling sedikit 4 (empat) orang auditor eksternal
senior SMK3 dan 8 (delapan) orang auditor eksternal yunior SMK3;

i. fotokopi sertifikat kepesertaan jaminan sosial;

j. dokumen yang membuktikan telah berpengalaman melakukan
sertifikasi sistem manajemen;
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k. struktur organisasi penyelenggara Audit SMK3 kantor pusat dan
cabang;

l. pas photo berwarna pimpinan perusahaan ukuran 3x4 cm
sebanyak 4 (empat) lembar; dan

m. dokumen panduan audit sistem manajemen yang digunakan oleh
lembaga audit sesuai dengan standar yang berlaku.

(2) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen dan verifikasi
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling
lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Direktur Jenderal melaporkan hasil pemeriksaan dokumen dan
verifikasi lapangan kepada Menteri dalam waktu paling lama 2 (dua)
hari kerja.

Pasal 5

(1) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3), Menteri dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima, Menteri menetapkan keputusan penunjukan Lembaga Audit
SMK3 dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 6

(1) Keputusan penunjukan Lembaga Audit SMK3 berlaku untuk jangka
waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu
yang sama.

(2) Permohonan perpanjangan penunjukan Lembaga Audit SMK3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sebelum berakhir jangka waktu berlakunya
keputusan penunjukan Lembaga Audit SMK3.

(3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan oleh Lembaga Audit SMK3 dengan melampirkan:

a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

b. laporan pelaksanaan Audit SMK3 selama 3 (tiga) tahun terakhir;
dan

c. fotokopi keputusan penunjukan Lembaga Audit SMK3 yang masih
berlaku.

(4) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen dan verifikasi
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling
lama 7 (tujuh) hari kerja.


